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KEPALA DINAS 

PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  

Ir.EDDY KRISNOWANTO, MM 
NIP. 19600622 198703 1 007 

SEKRETARIAT 
HERLIEN KRISTIANI SH, M.Si 

NIP. 19620711 198602 2 002 

SUB BAGIAN UMUM 

........................................ 
NIP. 19631110 198303 1 012 

SUB BAGIAN PROGRAM  

DAN KEUANGAN 
.............................................. 

NIP. 19591018 198511 1 001 

BIDANG  

KAWASAN PERMUKIMAN 
KHAERUL BAHTIAR, ST 
19700315 199203 1 005 

SEKSI  
PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN KUMUH 
SUWARDI 

NIP. 19620309 198103 1 001 
 

SEKSI  

PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 
HANIAH, ST, MT 

NIP. 19730823 200501 2 006 

BIDANG  

PERUMAHAN RAKYAT 
ABING RIJADI, ST  

NIP. 19701130 199901 1 002 

SEKSI  
PRASARANA, SARANA DAN  

UTILITAS UMUM PERUMAHAN 
ALLAN SULAEMAN, ST 

NIP. 19690725 199603 1 001 

SEKSI  

LAYANAN SERTIFIKAT DAN REGISTRASI 
AGUS JAMAN, S.A.P 

NIP. 19690810 199303 1 009 

SEKSI  
PENATAAN DAN PENYEDIAAN 

PERUMAHAN 
NENENG WAHYUNINGSIH, ST 

NIP. 19720804 200604 2 017 
 

 
UPT 

PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 
KARWATI, S.Sos, M.Si 

NIP. 19640621 199703 2 003 

 

SUB BAGIAN  
TATA USAHA 

WIDIYANTI, ST 
NIP. 19810513 200501 2 013 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNSIONAL 
 

       

       

       

 

SEKSI  
DATA DAN EVALUASI 

SUHERMAN ROHITO, SE 

NIP. 19660326 200604 1 006 
 



BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI 

Kepala  Dinas  mempunyai  tugas  pokok  memimpin  dan menyelenggarakan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi bidang perumahan rakyat 

dan kawasan permukiman. 

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi : 

a. perumusan     dan     penetapan     kebijakan     umum perencanaan, program dan 

kegiatan Dinas; 

b. perumusan   dan   penetapan   kebijakan   teknis operasional penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi Dinas; 

c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; 

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya; 

f. pembinaan,       pengawasan,       pengendalian       dan pengevaluasian pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Dinas; 

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan 

h. pelaksanaan  tugas  lain  berdasarkan  kebijakan  Wali Kota serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sekretariat  sebagai  unsur  staf  dipimpin  oleh  seorang Sekretaris dan mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan 

penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan 

pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok 

Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, 

ketatausahaan dan kepegawaian; 

c. pengoordinasian     penyiapan     bahan     penyusunan perencanaan Dinas; 

d. pengoordinasian    penyiapan    bahan    perumusan kebijakan umum dan teknis 

operasional bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran; 

e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas; 

f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas; 

g. pengoordinasian     penyiapan     bahan     penyusunan laporan penyelengaraan tugas 

Dinas; 

h. pengelolaan   urusan   keuangan,   kepegawaian   dan umum; 

i. pelaksanaan  pengendalian,  evaluasi  dan  pelaporan pelaksanaan urusan 

kesekretariatan; dan 

j. pelaksanaan  tugas  lain  berdasarkan  kebijakan  Wali Kota serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 



Bidang  Perumahan  sebagai  unsur  lini  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Bidang  mempunyai  

tugas  pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan Bidang 

Perumahan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala  Bidang  Perumahan  mempunyai fungsi : 

a. penyusunan   perencanaan,   program   dan   kegiatan Dinas lingkup Bidang Perumahan; 

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perumahan; 

c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perumahan; 

d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup 

Bidang Perumahan; 

e. pengoordinasian   pelaksanaan   tugas   pokok   Bidang Perumahan; 

f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya; 

g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok 

Bidang Perumahan; 

h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perumahan; dan 

i. pelaksanaan    tugas    lain    berdasarkan    kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang 

tugasnya. 

 

Bidang Kawasan Permukiman sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan 

penataan kawasan permukiman. 

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi : 

a. penyusunan   perencanaan,   program   dan   kegiatan Dinas lingkup Bidang Kawasan 

Permukiman; 

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kawasan Permukiman; 

c. pelaksanaan     tugas     pokok      Bidang     Kawasan Permukiman; 

d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup 

Bidang Kawasan Permukiman; 

e. pengoordinasian   pelaksanaan   tugas   pokok   Bidang Kawasan Permukiman; 

f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya; 

g. pembinaan,       pengawasan,       pengendalian       dan pengevaluasian pelaksanaan 

tugas pokok Bidang Kawasan Permukiman; 

h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kawasan Permukiman; 

dan 

i. pelaksanaan    tugas    lain    berdasarkan    kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang 

tugasnya. 

 



UPTD Pertamanan dan Pemakaman sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas 

pokok memberi petunjuk,membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pengelolaan Pemakaman 

dan Pertamanan. 

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , mempunyai tugas: 

a. Perencanaan kegiatan Pertamanan dan Pemakaman; 

b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan Pertamanan dan Pemakaman; 

c. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Pertamanan dan Pemakaman; 

d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Pertamanan dan Pemakaman ; 

e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pengelolaan Pertamanan dan 

Pemakaman; 

f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman; 

g. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Pertamanan dan Pemakaman; 

h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya; 

i. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pertamanan dan Pemakaman; dan 

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang 

tugasnya. 

 


